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ABSTRAK
Masyarakat merasa bahwa DPRD belum sepenuhnya mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana yang diharapkan, meskipun sesungguhnya peluang dan kesempatan untuk itu telah tersedia dan termuat dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan kinerja anggota DPRD Kota Tegal yang masih dianggap rendah oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan  Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal,  dan  pengaruh Latar Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan  Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan teknik sampel jenuh. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis PLS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latar  Belakang Individu dan Latar Belakang Politik berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi sedangkan Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan tidak berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi. Latar Belakang Individu dan Latar Belakang Politik berpengaruh terhadap Kinerja Anggota DPRD sedangkan Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggota DPRD. Komitmen organisasi tidak mampu memediasi pengaruh Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terehadap Kinerja Anggota DPRD.
Kata Kunci : 
Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik, Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan, Komitmen Organisasi, Kinerja Anggota DPRD
ABSTRACT
The community feels that the DPRD has not been fully able to carry out its role and function as expected, even though the opportunities and chances for it have been available and contained in the laws and regulations. This shows that the performance of Tegal City DPRD members is still considered low by the community. The purpose of this study was to determine the effect of Individual Background, Political Background and Knowledge of Council Members about Regulations, Procedures and Policies on Organizational Commitment and Performance of Tegal City DPRD Members, and the effect of Individual Background, Political Background and Knowledge of Council Members about Regulations, Procedures and Policies on the Performance of Tegal City DPRD Members with Organizational Commitment as a mediator.

The type of research used in this study is quantitative research. Sampling in this study will use saturated sampling techniques. The data collection method for this study uses interviews and questionnaires, while the data analysis technique uses PLS analysis.

Individual Background and Political Background have an effect on Organizational Commitment while Members' Knowledge of Regulations, Procedures and Policies has no effect on Organizational Commitment. Individual Background and Political Background have an effect on the Performance of DPRD Members while Members' Knowledge of Regulations, Procedures and Policies has no effect on the Performance of DPRD Members. Organizational commitment is unable to mediate the effect of Individual Background, Political Background and Members' Knowledge of Regulations, Procedures and Policies on the Performance of DPRD Members.
Keywords: Individual Background, Political Background, Council Members' Knowledge of Regulations, Procedures and Policies, Organizational Commitment, DPRD Members' Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan banyak masalah sosial dan lingkungan yang muncul akibat era globalisasi termasuk di pemerintahan (Suwandi et al., 2022). Dinamika demokrasi telah mendorong perubahan dan perkembangan sistem pemerintahan didaerah. Hal ini menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin dituntut oleh masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat dihandalkan. Tuntutan tersebut didasarkan atas kemauan masyarakat agar DPRD dapat memperhatikan  menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (Nengsih et al., 2022). 
Guna memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, melalui prinsip desentralisasi pemerintah pusat telah melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Fatimah & Anirwan, 2022). 
Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui otonomi luas. Hubungan dalam rangka pembagian otonomi dari  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dikenal dengan istilah desentralisasi (Kartikasari, 2019). 
DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, merupakan mitra yang berkedudukan sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya masing-masing. posisi inilah sesungguhnya DPRD memiliki kekuatan yang cukup utuk melaksanakan peran dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. DPRD dalam menjalankan fungsinya baik fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, diharapkan DPRD dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Winarna dan Murni, 2019). 
Terdapat empat pilar untuk membangun kesejahteraan masyarakat yaitu penegakan hukum yang adil, demokrasi politik yang bermoral, pertumbuhan ekonomi yang cukup dan manajemen pemerintahan yang baik (good governance) (Liona et al., 2023). Pendekatan demokrasi muncul pada prinsip kesetaraan, hal ini berarti setiap warga negara di negara yang menerapkan demokrasi memiliki hak yang sama tanpa memandang budaya, kekayaan, dan keturunan (Suwandi et al., 2021).  
Tabel 1.1
Komposisi Anggota DPRD Kota Tegal dalam empat periode terakhir
	Partai Politik
	Jumlah Kursi dalam Periode

	
	2009–2014
	2014–2019
	2019–2024
	2024-2029

	PKB
	4
	5
	6
	4

	Gerindra
	0
	2
	3
	4

	PDI-P
	7
	8
	7
	7

	Golkar
	6
	4
	5
	7

	NasDem
	0
	1
	0
	0

	PKS
	3
	3
	4
	5

	Hanura
	1
	2
	0
	0

	PAN
	4
	2
	3
	2

	Demokrat
	4
	2
	2
	0

	PPP
	0
	1
	0
	1

	PPRN
	1
	0
	0
	0

	Jumlah Anggota
	30
	30
	30
	30

	Jumlah Partai
	8
	10
	7
	7


Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal (2024)

Data mengenai komposisi anggota DPRD menggambarkan komposisi anggota DPRD Kota Tegal dalam empat periode terakhir. Pada periode 2024-2029 anggota DPRD Kota Tegal terbanyak adalah dari partai PDI-P dan partai Golkar dengan masing-masing partai mendapat 7 kursi disusul partai PKS mendapat 5 kursi sedangkan partai Hanura dan NasDem tidak memiliki keterwakilan dalam DPRD Kota Tegal (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024).
Saat ini banyak kalangan masyarakat mempertanyakan kinerja DPRD baik dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat merasa bahwa DPRD belum sepenuhnya mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana yang diharapkan, meskipun sesungguhnya peluang dan kesempatan untuk itu telah tersedia dan termuat dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan kinerja anggota DPRD Kota Tegal yang masih dianggap rendah oleh masyarakat. Rendahnya kinerja anggota DPRD Kota Tegal dan komitmen anggota DPRD terhadap organisasinya terlihat dari masih rendahnya kehadiran pada saat masa persidangan (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024).
Tabel 1.2

Kehadiran Anggota DPRD Kota Tegal pada Sidang Paripurna
Tahun 2020-2024
	Keterangan
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	Rata-rata

	
	JK
	%
	JK
	%
	JK
	%
	JK
	%
	JK
	%
	JK
	%

	Anggota_1
	32
	100%
	28
	97%
	32
	100%
	33
	100%
	11
	100%
	27
	99%

	Anggota_2
	32
	100%
	26
	90%
	30
	94%
	30
	91%
	4
	36%
	24
	82%

	Anggota_3
	30
	94%
	27
	93%
	31
	97%
	32
	97%
	11
	100%
	26
	96%

	Anggota_4
	31
	97%
	23
	79%
	31
	97%
	32
	97%
	10
	91%
	25
	92%

	Anggota_5
	16
	50%
	13
	45%
	21
	66%
	9
	27%
	1
	9%
	12
	39%

	Anggota_6
	32
	100%
	25
	86%
	30
	94%
	30
	91%
	11
	100%
	26
	94%

	Anggota_7
	25
	78%
	23
	79%
	21
	66%
	23
	70%
	3
	27%
	19
	64%

	Anggota_8
	31
	97%
	23
	79%
	29
	91%
	31
	94%
	10
	91%
	25
	90%

	Anggota_9
	32
	100%
	25
	86%
	32
	100%
	31
	94%
	10
	91%
	26
	94%

	Anggota_10
	28
	88%
	25
	86%
	29
	91%
	31
	94%
	9
	82%
	24
	88%

	Anggota_11
	23
	72%
	19
	66%
	25
	78%
	25
	76%
	4
	36%
	19
	66%

	Anggota_12
	32
	100%
	27
	93%
	27
	84%
	31
	94%
	10
	91%
	25
	92%

	Anggota_13
	10
	31%
	6
	21%
	10
	31%
	5
	15%
	1
	9%
	6
	21%

	Anggota_14
	30
	94%
	24
	83%
	30
	94%
	28
	85%
	11
	100%
	25
	91%

	Anggota_15
	28
	88%
	25
	86%
	29
	91%
	26
	79%
	8
	73%
	23
	83%

	Anggota_16
	26
	81%
	16
	55%
	24
	75%
	22
	67%
	6
	55%
	19
	67%

	Anggota_17
	25
	78%
	23
	79%
	21
	66%
	26
	79%
	3
	27%
	20
	66%

	Anggota_18
	30
	94%
	25
	86%
	31
	97%
	30
	91%
	10
	91%
	25
	92%

	Anggota_19
	30
	94%
	25
	86%
	17
	53%
	22
	67%
	9
	82%
	21
	76%

	Anggota_20
	32
	100%
	24
	83%
	28
	88%
	30
	91%
	10
	91%
	25
	90%

	Anggota_21
	32
	100%
	26
	90%
	30
	94%
	32
	97%
	11
	100%
	26
	96%

	Anggota_22
	30
	94%
	28
	97%
	10
	31%
	31
	94%
	10
	91%
	22
	81%

	Anggota_23
	32
	100%
	24
	83%
	29
	91%
	30
	91%
	11
	100%
	25
	93%

	Anggota_24
	31
	97%
	27
	93%
	24
	75%
	33
	100%
	11
	100%
	25
	93%

	Anggota_25
	26
	81%
	19
	66%
	18
	56%
	22
	67%
	4
	36%
	18
	61%

	Anggota_26
	25
	78%
	20
	69%
	25
	78%
	28
	85%
	9
	82%
	21
	78%

	Anggota_27
	19
	59%
	15
	52%
	14
	44%
	22
	67%
	5
	45%
	15
	53%

	Anggota_28
	25
	78%
	16
	55%
	30
	94%
	26
	79%
	6
	55%
	21
	72%

	Anggota_29
	23
	72%
	22
	76%
	27
	84%
	28
	85%
	8
	73%
	22
	78%

	Anggota_30
	30
	94%
	28
	97%
	30
	94%
	31
	94%
	8
	73%
	25
	90%


Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal (2024)
Keterangan:

JK = Jumlah Kehadiran

%  = Presentase kehadiran

Data mengenai kehadiran Anggota DPRD Kota Tegal pada Sidang Paripurna Tahun 2020-2024 di atas mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa angota DPRD Kota Tegal yang memiliki tingkat kehadiran rendah pada masa persidangan. Rata-rata tingkat kehadiran terendah pada saat persidangan paripurna selama tahun 2020-2024 adalah sebesar 21% (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024). 
Sidang paripurna merupakan forum penting bagi DPRD untuk membahas dan membuat keputusan strategis. Kehadiran yang rendah menunjukkan kurangnya keterlibatan anggota dalam tugas-tugas penting tersebut, yang dapat memengaruhi efektivitas pembuatan kebijakan. Kehadiran anggota DPRD dalam sidang paripurna juga mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab dan kewajibannya. Jika ketidakhadiran sering terjadi, menunjukkan kurangnya komitmen anggota DPRD dalam menjalankan tugas (Syamsul, 2019).
DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah yaitu melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan pemerintah daerah. Setelah peraturan daerah itu dibuat bersama antara DPRD dan Walikota, maka DPRD mengawasi berlakunya peraturan daerah tersebut, karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi DPRD dalam kesinambungan pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dapat berjalan dengan baik. Rendahnya kinerja anggota DPRD Kota Tegal terutama pada bidang pengawasan juga terlihat ketika terdapat beberapa PERDA yang telah disahkan oleh DPRD Kota Tegal namun tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Tegal dan tidak adanya teguran dari DPRD Kota Tegal kepada  pemerintah daerah Kota Tegal. Hal tersebut mencerminkan rendahnya kinerja fungsi anggota DPRD Kota Tegal berkaitan dengan fungsi pengawasan (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024). 

Hubungan yang harus dibangun antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mestinya hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governace). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kaitan erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah (Syamsul, 2019).
Berkaitan dengan hal tersebut untuk menelaah perilaku suatu lembaga politik yang supaya ditelaah bukanlah lembaganya, melainkan yang ditelaah adalah Latar Belakang Individu yang menjalankan dan mengendalikan jalannya lembaga tersebut. Penelitian ini membahas hal yang terkait dengan perilaku individu adalah peran anggota DPRD. Latar belakang dalam penelitian ini adalah Latar Belakang Individu, latar belakang politik, dan pengetahuan anggota dewan tentang peraturan prosedur dan kebijakan dengan mediasi komitmen organisasi (Liona et al., 2023).

Latar Belakang Individu merupakan variabel yang melekat pada setiap individu. Penelitian ini menfokuskan Latar Belakang Individu dengan tingkat pendidikan dan usia. Latar Belakang Individu berkaitan erat dengan kualitas sumber daya setiap individu. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi/lembaga. Sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2020).

Permasalahan berkaitan Latar Belakang Individu adalah bahwa Anggota DPRD yang dipilih mempunyai Latar Belakang Individu/pribadi dan pekerjaan yang berbeda. Sebelum menjadi anggota DPRD, anggota terpilih tersebut memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu agama dan bidang lainnya. Sebagian besar anggota bahkan tidak berasal dari pendidikan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai anggota dewan. Pengalaman organisasi anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan pada umumnya terdiri atas anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi non-LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan organisasi lainnya yang membuat Anggota DPRD kurang menguasai peraturan perundang-undangan (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024).

Tabel 1.3

Tingkat Pendidikan Anggota  DPRD Kota Tegal Tahun 2023-2024

	Pendidikan yang Ditamatkan
	Anggota DPRD

	
	Laki-laki
	Perempuan

	SD
	0
	0

	SMP
	0
	0

	SMA
	8
	0

	DI/DII/DIII
	1
	0

	S1
	10
	1

	S2
	7
	3

	S3
	0
	0

	Jumlah
	26
	4




Sumber:  Sekretariat DPRD Kota Tegal (2024)
Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan memengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku dalam melakukan suatu aktivitas. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat 8 anggota dewan hanya memiliki pendidikan terakhir SMA yang masih merupakan jenjang pendidikan menengah (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024). Meskipun mayoritas lebih banyak lulusan sarjana, akan lebih baik jika sebagai anggota dewan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Kartikasari, 2019).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murni dan Witono  (2019) variabel Latar Belakang Individu yang meliputi strata pendidikan dan latar menunjukkan bahwa variabel Latar Belakang Individu yang meliputi jenis kelamin, usia,  tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan menunjukkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variabel Latar Belakang Individu, yaitu strata pendidikan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Latar belakang politik merupakan Latar Belakang Individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik. Latar belakang politik dalam penelitian ini meliputi pengalaman di DPRD dan pengalaman politik. Setiap anggota dewan diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh komisi masing masing, sehingga dengan latar belakang politik setiap individu yang berbeda tersebut, menyebabkan terjadinya perbedaan. Setiap anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing (Kartikasari, 2019).

Ada beberapa faktor yang memengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik, dan sifat pemilih (Winarna dan Murni, 2019). Menurut studi yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2019) variabel latar belakang politik secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2019) menunjukkan bahwa variabel latar belakang politik yang meliputi pengalaman di DPRD, asal partai politik, dan asal komisi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Winarna dan Murni (2019), indikator latar belakang politik adalah pengalaman di DPRD, pengalaman politik, asal partai politik, ideologi partai politik, asal komisi. 
Permasalahan berkaitan dengan latar belakang politik adalah ketika seorang anggota DPRD yang berasal dari “pusat” dan memiliki banyak jabatan politis, maka anggota DPRD tersebut memiliki kinerja dan komitmen terhadap lembaga yang rendah.  Terdapat salah satu anggota DPRD Kota Tegal yang memiliki latar belakang politik berasal dari “pusat” dan menduduki jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum pusat partai "X", Wakil Sekretaris Jenderal DPP partai "X". Anggota tersebut berdomisili di luar kota Tegal (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024). 
Permasalahan yang terjadi adalah anggota tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik serta memiliki kinerja dan komitmen pada organisasi yang rendah. Hal tersebut terlihat dari rendahnya kehadiran pada saat sidang, dimana anggota tersebut memiliki persentase kehadiran yang rendah dan sering mangkir/tidak menghadiri rapat rapat rutin yang ada. Namun anggota tersebut selalu hadir pada rapat/konsultasi atau studi banding maupun kunjungan kerja antar wilayah yang diselenggarakan di luar Kota Tegal. Berkaitan dengan domisilinya yang berada di luar Kota Tegal, anggota tersebut jarang mengunjungi daerah pemilihannya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024). 
Kurangnya waktu dan kesempatan untuk menerima audiensi masyarakat karena banyaknya kegiatan dan agenda dewan. Penjadwalan audiensi yang tidak fleksibel sehingga masyarakat kesulitan untuk bertemu dengan dewan. Kurangnya intensitas kunjungan lapangan yang membuat dewan kesulitan untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024).
Selain variabel Latar Belakang Individu dan latar belakang politik terdapat faktor lain yang memengaruhi kinerja anggota DPRD yaitu pengetahuan anggota dewan tentang peraturan, prosedur dan kebijakan. Seorang anggota DPRD juga harus memiliki pengetahuan peraturan, prosedur dan kebijakan. Anggota DPRD dalam fungsi pengawasan tersebut harus kompeten dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan memiliki pengetahuan tentang anggaran dan memahami peraturan prosedur dan kebijakan mengenai berbagai kebijakan. Anggota DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi berbagai aspek pemerintahan daerah, mulai dari pelaksanaan anggaran, penerapan peraturan, kinerja pemerintah, pengelolaan aset, pelayanan publik, kebijakan pembangunan, hingga penggunaan dana bantuan (Fatimah & Anirwan, 2022). 
Permasalahan berkaitan pengetahuan anggota dewan tentang peraturan, prosedur dan kebijakan adalah masih ada anggota DPRD Kota Tegal yang mementingkan kepentingan pribadi ketika membuat peraturan atau kebijakan.  Anggota DPRD tersebut memiliki kepentingan pribadi dalam suatu industri, sehingga mempromosikan perubahan kebijakan bahkan mendorong pembuatan peraturan yang akan menguntungkan diri sendiri meskipun kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan umum (Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2024). 
Seorang anggota dewan dapat memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik apabila anggota dewan tersebut memiliki pengetahuan yang memadai tentang keseluruhan struktur, prosedur, dan mekanisme aspek pemerintahan daerah, untuk itu anggota DPRD supaya menguasai undang-undang dan kebijakan-kebijakan, terutama memiliki kemampuan dalam mendeteksi terjadinya kegagalan kebijakan Pemda, setidaknya pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan (Arianti et al., 2019b).

Suatu komitmen organisasi menunjukkan daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatan dalam organisasi, sehingga komitmen organisasi menimbulkan rasa memiliki bagi pekerja terhadap organisasi tempatnya bekerja. proses yang cukup panjang dan bertahap. Anggota yang mempunyai komitmen pada organisasi biasanya menunjukkan sikap kerja yang penuh perhatian terhadap tugasnya, mereka sangat memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas serta sangat loyal terhadap organisasi (Avriani, 2022).

Permasalahan berkaitan dengan komitmen organisasi anggota dewan saat ini adalah masih kurangnya komitmen pada lembaga/organisasi. Dengan kata lain, para anggota dewan diharapkan menjadi lebih kreatif mencari cara baru untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerjanya (Wardiah, 2020). Permasalahan yang terjadi pada realitanya bahwa sebagian besar anggota DPRD terkesan pragmatis dan cenderung lebih mengikuti kepentingan partai atau individu daripada berorientasi kepada rakyat (Wardiah, 2020).
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemediasi”

B. Perumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan berikut ini:

1. Apakah terdapat pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Komitmen Organisasi anggota DPRD Kota Tegal?
2. Apakah terdapat pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Komitmen Organisasi anggota DPRD Kota Tegal?
3. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Komitmen Organisasi anggota DPRD Kota Tegal?
4. Apakah terdapat pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal?
5. Apakah terdapat pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal?
6. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal?
7. Apakah terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal?
8. Apakah Komitmen Organisasi mampu memediasi pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal?
9. Apakah Komitmen Organisasi mampu memediasi pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal?
10. Apakah Komitmen Organisasi mampu memediasi pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal?
C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk  tercapainya  peningkatan komitmen organisasi dan kinerja anggota DPRD, supaya dilakukan penelitian pada faktor-faktor yang memengaruhi Komitmen Organisasi dan Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal. Namun agar pembahasan mengenai peningkatan Komitmen Organisasi dan Kinerja Anggota DPRD tidak melebar supaya dibatasi ruang lingkupnya dengan hanya meneliti Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan sebagai faktor yang diduga memengaruhi Komitmen Organisasi dan Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal.
D. Tujuan Penelitian

Secara khusus, tujuan dari penelitian  ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Komitmen Organisasi anggota DPRD Kota Tegal.
2. Mengetahui pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Komitmen Organisasi anggota DPRD Kota Tegal.
3. Mengetahui pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Komitmen Organisasi anggota DPRD Kota Tegal.
4. Mengetahui pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal.
5. Mengetahui pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal.
6. Mengetahui pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal.
7. Mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal.
8. Mengetahui pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi.
9. Mengetahui pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi
10. Mengetahui pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi.
E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya manajemen sumber daya manusia, diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan mengenai factor-factor yang memengaruhi kinerja.

b. Bagi pembaca, riset ini diharapkan dapat membantu dalam menambah informasi dan bahan faktor mengenai komitmen organisasi sebagai mediasi peran Latar Belakang Individu, latar belakang politik dan pengetahuan anggota dewan tentang peraturan, prosedur dan kebijakan dalam meningkatkan  kinerja anggota DPRD.
2. Manfaaat Praktis

a. Bagi DPRD Kota Tegal, riset ini diharapkan dapat berfaedah, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan menyusun kebijakan guna meningkatkan kinerja anggota DPRD Kota Tegal.

b. Penelitian ini diharapkan dapat berfaedah bagi akademisi guna menambah referensi ilmiah mengenai peran Latar Belakang Individu, latar belakang politik dan pengetahuan anggota dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan dalam meningkatkan  kinerja anggota DPRD melalui komitmen organisasi sebagai variabel mediasi.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori
1. Manajemen Publik Baru
Istilah manajemen publik baru (new public management) pada awalnya dikenalkan oleh Christoper Hood pada tahun 1991 yang kemudian disingkat dengan istilah new public management. New public management merupakan metode manajemen desentralisasi yang menerapkan praktik kerja sektor swasta ke sektor publik melalui perangkat manajemen seperti kontrol dan pembandingan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan yang baik, sehingga menciptakan kesejahteraan. Tujuan teori new public management adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. New public management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja daripada berorientasi pada kebijakan (Haque, 2020:191). 

Penggunaan paradigma new public management memiliki banyak konsekuensi, termasuk tuntutan efisiensi dan pengurangan biaya. Manajemen publik baru telah membawa perubahan besar dalam manajemen sektor publik, dari metode manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel. Perubahan ini bukan hanya perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran organisasi publik, terutama hubungannya dengan masyarakat (Mardiasmo, 2020:87).

Selama ini dalam perkembangannya, penerapan new public management di organisasi pemerintahan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan. Penerapan new public management terkait dengan rancangan manajemen kinerja sektor publik, yang salah satu prinsipnya adalah pengukuran kinerja, reformasi akuntansi sektor publik menempati peran vital dalam agenda new public management (Haryani dan Sudiyono, 2023:28). 

Metode manajemen kinerja new public management sektor publik memiliki tujuh karakteristik, yaitu: (1) merumuskan rencana strategis terkait dengan proses perencanaan organisasi Tahunan; (2) menetapkan tujuan dan rekomendasi organisasi setiap tahun; (3) merumuskan indikator kinerja individu dan organisasi; (4 )  mengembangkan dan menerapkan kerangka perencanaan organisasi yang komprehensif, (5) mengembangkan dan menerapkan proses evaluasi individu, (6) menghubungkan strategi dengan tujuan organisasi, dan (7) mengembangkan dan menerapkan tinjauan manajemen dan kerangka kerja penilaian kinerja. New public management memastikan bahwa pusat perhatian para pemimpin tidak hanya pada aspek manajemen dan keuangan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien (Mardiasmo, 2020:88).

New public management menjelaskan agar organisasi publik dianjurkan meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan prosedur, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja atau hasil kerja. Organisasi publik juga dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil (Haque, 2020:92). 

2. Kinerja
Kinerja pada hakikatnya merupakan suatu output kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau rombongan orang  dalam suatu organisasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga tercapai tujuan organisasi. (Wibowo, 2019:71) menerangkan bahwasanya pengertian kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai korelasi kuat dengan maksud strategi institusi, kepuasan konsumen, dan memberikan sumbangan pada ekonomi. 

Selanjutnya Robbins dan Judge (2020:327) mengemukakan bahwasanya kinerja adalah output kerja yang dapat dicapai seseorang atau rombongan orang  dalam suatu institusi dalam rangka mencapai maksud institusi dalam time period tertentu. kinerja pegawai adalah fungsi dari interaksi kemampuan atau ability (A), motivasi atau motivation (M), dan kesempatan atau Opportunity (O); yaitu Kinerja = f (A x M x O). Artinya kinerja pegawai merupakan fungsi kemampuan, motivasi dan kesempatan dengan kata lain tingkat kinerja yang tinggi sebagian merupakan fungsi dari tidak adanya rintangan-rintangan pengendali pegawai itu. Meskipun seorang individu bersedia dan mampu, bisa saja terdapat rintangan yang menjadi penghambat (Robbins dan Judge, 2020:328).

Batasan mengenai kinerja adalah proses di mana institusi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai (Tika, 2020:128). Kinerja merupakan terjemahan dari kinerja yang berarti output kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu institusi secara keseluruhan di mana output kerja karyawan tersebut harus dapat diukur  (Sedarmayanti, 2019:214).  Schein (2018:39) mendefinisikan kinerja pegawai merupakan seperangkat hasil yang dicapai serta merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.

Berdasar pada beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang pegawai atas target yang telah ditetapkan oleh organisasi yang didasari atas kecakapan, pengalaman, dan ketetapan waktu yang ditentukan dalam kurun waktu tertentu (Wibowo, 2019; Robbins dan Judge, 2020; Tika, 2020; Sedarmayanti, 2019 dan Schein, 2018).

Terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penilaian prestasi kerja, yaitu sebagai berikut (Samsudin, 2020:83):

a. Perbaikan prestasi kerja, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan pegawai, manajer, dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan demi perbaikan prestasi kerja.

b. Penyesuaian kompensasi, evaluasi prestasi kerja membantu pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, bonus, dan kompensasi.

c. Keputusan penempatan, promosi, transfer, dan demosi (penurunan jabatan) biasanya didasarkan di prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. 

d. Kebutuhan latihan dan pengembangan, prestasi kerja yang jelek menunjukkan adanya kebutuhan latihan. Demikian pula prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan lebih lanjut.

e. Perencanaan dan pengembangan karier, umpan balik prestasi kerja dapat mengarahkan keputusan karier, yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti.

f. Penyimpangan proses staffing, prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia.

g. Ketidakakuratan informasioanal, prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, atau komponen sistem informasi manajemen personalia lainnya.

h. Kesalahan desain pekerjaan, prestasi kerja yang jelek mungkin suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan.

i. Kesempatan kerja yang adil, penialaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan penempatan internal dapat diambil tanpa diskriminasi.

j. Tantangan eksternal, terkadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau masalah pribadi.
Bernardin & Russel (2018:247) menyatakan bahwasanya indikator kinerja dapat dilihat dari: 1) quality, merupakan tingkat maksimal proses atau hasil pelaksanaan aktivitas mendekati kesempurnaan atau mendekati maksud yang diharapkan; 2) quantity, jumlah yang dihasilkan (rupiah, unit, siklus aktivitas yang dirampungkan); 3) timeliness, lamanya suatu aktivitas dirampungkan pada saat yang dikehendaki, dengan memperhatikan jumlah output lain serta yang tersedia untuk aktivitas lain; 4) cost effectiveness, besarnya pemakaian resources institusi guna mencapai hasil yang maksimal atau pengurangan kerugian dari setiap unit pemakaian resources; 5) need for supervision, kapabilitas pegawai untuk dapat melaksanakan fungsi pekerjaan tanpa supervisi seorang supervisor untuk mencegah reaksi yang tidak diinginkan; 6) interpersonal impact, kapabilitas seorang pegawai untuk memelihara harga diri, nama baik, dan kapabilitas kerjasama di antara rekan kerja dan bawahan.

Berdasar pada beberapa paparan mengenai indicator kinerja di atas maka penelitian ini menggunakan indicator yang dikemukakan oleh Bernardin & Russel (2018:247) yang menyatakan bahwa indicator dari kinerja adalah quality, quantity, timeliness, cost effectiveness, need for supervision dan interpersonal impact.
3. Latar Belakang Individu
Latar Belakang Individu adalah keterangan tentang seseorang, sebuah biografi yang bersifat kompleks dari pada sekedar daftar lahir dan data-data pekerjaan seseorang. Latar Belakang Individu juga dapat bermakna sebagai keterangan tentang kehidupan seseorang yang terlibat dalam mengalami kejadian tersebut  (Yuliani, 2022:93).  

Syahruddin & Taifur (2019:57) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (Moral) anggota DPRD. DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pemimpin dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi yang ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan yang memadai (Khamim & Hamzani, 2021:69). 
Latar Belakang Individu berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi  (Winarna, 2019:154). 
Adanya Latar Belakang Individu yang berbeda di antara para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Anggota DPRD periode ini yaitu yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu mempunyai Latar Belakang Individu dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD (Arvitaningrum & Taman, 2019). Latar Belakang Individu tersebut meliputi beberapa indikator yaitu (Indriani et al., 2022:79):

a. Jenis kelamin
Jenis kelamin dapat memengaruhi minat seseorang terhadap politik karena adanya perbedaan sosial, budaya, dan peran gender yang melekat dalam masyarakat. Secara tradisional, laki-laki sering diasosiasikan dengan peran publik, termasuk politik, sementara perempuan lebih sering diarahkan pada peran domestik. Hal ini menciptakan ketimpangan minat dan partisipasi politik, di mana laki-laki cenderung lebih terpapar dan didorong untuk aktif dalam politik dibandingkan perempuan. Selain itu, stereotip gender dan keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan politik di banyak masyarakat juga memengaruhi rendahnya minat perempuan terhadap politik (Indriani et al., 2022:80)
b. Usia
Usia sering dikaitkan dengan tingkat minat berpolitik seseorang karena faktor perkembangan psikologis, pengalaman hidup, dan prioritas individu yang berubah seiring waktu. Secara umum, individu yang lebih tua cenderung memiliki minat yang lebih besar terhadap politik dibandingkan dengan individu yang lebih muda. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tanggung jawab sosial dan kesadaran politik yang berkembang seiring bertambahnya usia. Orang yang lebih tua juga cenderung memiliki lebih banyak pengalaman hidup yang membuat mereka memahami dampak kebijakan politik terhadap kehidupan sehari-hari, seperti terkait pajak, kesehatan, dan keamanan sosial.

c. Tingkat pendidikan
Tingkat pendidikan merujuk pada jenjang formal yang telah diselesaikan oleh individu dalam sistem pendidikan, seperti sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Tingkat ini biasanya diukur berdasarkan sertifikat atau ijazah yang diperoleh, seperti diploma, sarjana (S1), magister (S2), atau doktor (S3). Tingkat pendidikan sering digunakan untuk mengukur kompetensi akademik seseorang
d. Latar belakang pendidikan
Latar belakang pendidikan mengacu pada bidang studi atau disiplin ilmu yang dipelajari oleh seseorang selama masa pendidikannya. Misalnya, individu dengan latar belakang pendidikan teknik, ekonomi, atau kedokteran. Latar belakang ini mencerminkan keahlian khusus dan kompetensi yang diperoleh melalui proses pembelajaran formal.

e. Latar belakang pekerjaan
Latar belakang pekerjaan merujuk pada pengalaman kerja seseorang, termasuk posisi, industri, dan jenis tanggung jawab yang pernah dijalankan. Hal ini mencakup informasi tentang pekerjaan sebelumnya, seperti jabatan, lama bekerja, dan sektor tempat bekerja (misalnya, keuangan, teknologi, atau pendidikan). Latar belakang pekerjaan mencerminkan pengalaman profesional seseorang.

f. Pengalaman organisasi.
Pengalaman organisasi mengacu pada partisipasi seseorang dalam kegiatan atau struktur organisasi, baik dalam lingkungan profesional maupun non-profesional. Ini mencakup peran dalam organisasi mahasiswa, lembaga sosial, komunitas, atau tim kerja di perusahaan. Pengalaman organisasi biasanya mencerminkan kemampuan seseorang dalam berkolaborasi, memimpin, dan mengelola tanggung jawab dalam suatu kelompok atau institusi.
4. Latar Belakang Politik
Latar belakang politik diartikan sebagai latar belakang dari nilai, pengalaman dan pengetahuan seseorang di ranah politik. Kerja-kerja politik anggota legislatif dalam mengorganisir, mendidik, menyampaikan suara rakyat, merebut kekuasaan, hingga meraih kontrol atas negara untuk kepentingan rakyat diperoleh melalui aktivitasnya di organisasi dan institusi politik, terutama melalui partai politik dan legislatif. Semua kerja-kerja itu telah membentuk nilai, memberikan pengalaman dan pengetahuan tersendiri bagi anggota legislatif di ranah politik (Putri et al., 2019:91).
Kata politik berasal dari kata Yunani polis, politicos (warga negara), politiicos (kewarganegaraan). Di negara-kota zaman Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran (baik, menurut Aristoteles) dalam hidup mereka. Ketika orang mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mencapai kesejahteraan pribadi melalui sarana yang ada, atau membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik (Anggara, 2021: 3).

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara guna menggiring masyarakat menuju hidup berdampingan secara harmonis. Berjuang untuk kehidupan yang baik mencakup berbagai kegiatan, termasuk definisi tujuan yang sistematis dan cara untuk mencapai tujuan tersebut (Maksudi, 2019: 9)
Secara normatif politik merupakan sebuah bentuk usaha untuk mewujudkan serta mencapai masyarakat politik yang terbaik, di dalam polity manusia akan hidup damai serta bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. 
Budiardjo (2020:36) menyatakan bahwa politik merupakan berbagai kegiatan dalam sebuah sistem politik (atau negara) yang terkait proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Decision making atau pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sebuah sistem politik berkenaan dengan seleksi antara beberapa alternatif serta skala prioritas dari berbagai tujuan yang telah ditentukan (Budiardjo, 2020: 36).

Selanjutnya Budiardjo juga mengemukakan bahwa dalam melaksanakan tujuan-tujuan politik maka perlu ditentukan public policies atau kebijakakan umum yang berkenaan dengan pengaturan serta pembagian (distribution & allocation) terhadap sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan tentunya diperlukan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), kedua aspek ini dapat membantu pihak yang melaksanakan atau menerapkan politik (misalnya pemerintah) untuk membina kerjasama ataupun hubungan baik maupun untuk menyelesaikan konflik yang sekiranya timbul dalam proses politik (Budiardjo, 2020: 37). 

Cara yang digunakannya dapat bersifat menyakinkan (persuation) atau paksaan (coertion). Tanpa unsur paksaan kebijakan dapat diibaratkan sebagai perumusan keinginan atau statement of intent belakang . Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik selalu berkenaan dan menyangkut tujuan-tujuan dari masyarakat serta kegiatan berbagai kelompok masyarakat seperti kegiatan individu hingga partai politik (Budiardjo, 2020: 37).
Perbedaan pengertian serta pemahan mengenai politik dari para ahli tentunya dipengaruhi oleh latar belakang serta kaca mata masing-masing pakar tersebut. Selain itu para ahli umumnya mendefinisikan politik hanya dari satu aspek atau unsur saja. Unsur tersebut menjadi landasan konsep utama yang digunakan untuk mendefinisikan unsur politik lainnya. Konsep-konsep utama tersebut meliputi negara (state), kekuasaan (power), Pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy, beleid), pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) (Budiardjo, 2020: 37).
Heywood (2020:12) menyarankan setidaknya empat asumsi ketika berbicara tentang "politik". Keempat asumsi ini sama-sama valid sebagai konteks dalam situasi di mana kata politik disebutkan, meskipun memiliki objek kajian yang berbeda. Keempat asumsi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Politik sebagai seni pemerintah, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyrakat melalui pembuatan dan pemnerdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno (Anggara, 2021:5).

b. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya politcs menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “publik” dan “privat”. Kedua lingkup tersebut diperbesar manjadi state (kelembagaan publik) dan civil society (kelembagaan privat). Dalam “state” terletak institusi, seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sedangkan dalam “civil society” terletak institusi, seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya (Anggara, 2021:5).

c. Politik sebagai kompromi dan konsesus. Sharing atau pambagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap baik bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus diatas “meja”, bukan pertumpahan darah (Anggara, 2021:5).

d. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menurut kehedaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini politik dilihat sebagi penggunaan “kapital” (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distirbusi, dan penggunaan sumber daya tersebut. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu (Anggara, 2021:5).

Latar belakang politik merupakan latar belakang dari pengalaman  seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu  saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif)  merupakan dua aktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil,  berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk  kepentingan masyarakat. Partai politik berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, capres dan wapres, serta para calon anggota legislatif di  pusat dan daerah, sebelum menghadapi Pemilu dan Pilkada untuk dipilih oleh  rakyat  (Rosita et al., 2019:97). 

Setiap lembaga (DPRD) memiliki latar belakang politik seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari latar belakang politik adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain latar belakang politik merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (Indriani et al., 2022:68). 

Sementara itu, Yudhoyono menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai, karena bagaimanapun pengalaman akan sangat menentukan tingkat kematangan anggota DPRD dalam berpolitik (Kopong et al., 2024:24).

Latar belakang politik merupakan latar belakang dari pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Latar belakang politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah latar belakang politik dari anggota DPRD Kota Tegal yang meliputi pengalaman politik, pengalaman di DPRD, asal fraksi, asal komisi, dan jabatan di DPRD. Sesuai dengan penelitian Witono dan Baswir (2020:67) yang memberikan bukti bahwa latar belakang politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD).

5. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan
Peraturan, Prosedur dan Kebijakan merupakan pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah. Peraturan, kebijakan, dan prosedur tersebut tertuang dalam Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya. Peraturan, Prosedur dan Kebijakan dijadikan sebagai pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD diharuskan mempunyai pengetahuan regulasi agar dapat memastikan keuangan daerah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Afifah, 2020:27).
Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi (Baridwan, 2020:3).

Menurut Narko (2019:3) prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur adalah suatu serangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara beragam. Prosedur adalah suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam (Ardiyos, 2020:73).

Nafarin (2020:9) menjelaskan prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama (Susanto, 2020:264).

Manfaat dari prosedur menurut Mulyadi (2020:6) adalah 1) lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang; 2) mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas; 3) adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana; 4) membantu dalam usaha menginkatkan produktifitas kerja yang lebih efektif dan efisien; mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.
Peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Peraturan, prosedur, dan kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang–undangan yang ditetapkan (Arvitaningrum & Taman, 2019:92).  
Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini kemudian dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, disamping kajiannya yang hanya terfokus pada Negara sebagai pokok kajian (Polii et al., 2023:77).

Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabatpejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah (Rohana et al., 2024:71): 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan – tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah – masalah yang telah diutarakan. Atau dapat juga Kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita (Rohana et al., 2024:71). 

Helco (1972) menggunakan istilah kebijakan itu secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Henz Eulau dan Kenneth Previt (1973) merumuskan Kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya (Silooy, 2022:124)
Jumlah peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap disfungsionalisasi individu dan organisasi, serta membunuh inisiatif individu, mengeliminasi perilaku pengambilan resiko (risk-taking), mengurangi kepuasan kerja serta memicu sinisme dan persaingan. Fakta menunjukkan bahwa salah satu fungsi anggota DPRD adalah membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah itu sendiri, sehingga posisi DPRD diartikan sebagai posisi politik (Polii et al., 2023:78).

Pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, kebijkan, dan Prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD mengenai undang–undang dan peraturan–peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat 2 (i) yang menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku (Rohana et al., 2024:121).

Pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan mengindikasikan bahwa anggota DPRD harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan, dan prosedur dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD. Anggota DPRD diharuskan mengetahui undang–undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut. Anggota DPRD dapat mengetahui apakah dalam pelaksanaan APBD telah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang telah ditetapkan (Silooy, 2022:68).

6. Komitmen Organisasi

Komitmen merupakan tingkat seberapa jauh pegawai setuju dengan organisasi dan tujuannya, serta keinginan guna mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2020). Komitmen menggambarkan sejauh mana seseorang mengakui organisasi dan tujuannya. Komitmen adalah tingkat di mana anggota mengidentifikasi diri mereka dalam organisasi dan bekerja keras untuk kepentingan organisasi (Kreitner & Kinicki, 2020:307).
Komitmen sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya dalam organisasi. Sopiah (2020:108) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat di mana anggota percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Komitmen organisasi adalah keterikatan individu dengan organisasi sehingga individu tersebut ‘merasa memiliki’ organisasi tempatnya bekerja (Luthans, 2020:247). 

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah kemampuan dan dorongan psikologis serta ikatan emosional seorang individu untuk mengidentifikasi, melibatkan, menyesuaikan diri dan mengabdi secara loyal dengan tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi menurut Edison (2020: 25) sebagai berikut :

a. Faktor logis yaitu anggota organisasi akan bertahan dalam organisasi karena melihat adanya pertimbangan logis, misalnya memiliki jabatan yang strategis dan berpenghasilan cukup atau karena faktor kesulitan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

b. Faktor lingkungan yaitu anggota organisasi yang memiliki komitmen terhadap organisasi karena lingkungan yang menyenangkan, merasa dihargai, memiliki peluang untuk berinovasi, dan dilibatkan dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Faktor Harapan yaitu anggota organisasi memiliki kesempatan yang luas untuk berkarier dan kesempatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi, melalui sistem yang terbuka dan transparan.

d. Faktor ikatan emosional yaitu anggota organisasi yang merasa ada ikatan emosional yang tinggi, contohnya merasakan suasana kekeluargaan dalam organisasi, atau organisasi telah memberikan jasa yang luar biasa atas kehidupannya, atau dapat juga karena memliki hubungan keluarga.

Yudana (2020: 33) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi komitmen organisasi adalah budaya organisasi, struktur organisasi, gaya kepemimpinan, perilaku kepemimpinan, kekuatan kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan, karakteristik rekan kerja, personal dan nilai budaya. Komitmen kerja anggota organisasi akan terbentuk apabila anggota organisasi merasa dirinya memiliki ruang untuk mengembangkan karirnya dalam perusahaan. Selain itu, lingkungan dan kondisi kerja yang nyaman dan kebijakan promosi jabatan yang transparan, serta kompensasi yang tinggi merupakan hal-hal yang diinginkan anggota organisasi.

Komitmen dalam organisasi terdiri atas beberapa macam. Jenis-jenis komitmen yang dapat dijadikan indikator komitmen organsisasi menurut Robbins dan Judge (2020) adalah sebagai berikut:

a. Komitmen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi, dan keterlibatan anggota di dalam suatu organisasi. Anggota dengan afektif tinggi masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

b. Komitmen normatif merupakan perasaan anggota tentang kewajiban yang harus diberikan kepada organisasi. Komitmen normatif berkembang sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi, tergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban yang dimiliki anggota. Komitmen normatif menimbulkan perasaan kewajiban kepada anggota untuk memberikan balasan atas apa yang pernah diterimanya dari organisasi. 

c. Komitmen continuance berarti komponen yang berdasarkan persepsi anggota tentang kerugian yang akan dihadapinya jika meninggalkan organisasi. Anggota dengan dasar organisasi tersebut disebabkan karena anggota tersebut membutuhkan organisasi.
B. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan judul penelitian yang diambil penulis terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang sekarang serta dapat dijadikan bahan acuan, antara lain:
Tabel 2.1

Peneltian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil penelitian

	1.
	Indriani et al., (2022)
	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Latar Belakang Politik Terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Solok Dan DPRD Kota Solok Periode 2019-2024)
	Tidak terdapat pengaruh  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dan  latar belakang politik  terhadap kinerja pengawasan

	1.
	Arifin (2020)
	Pengaruh Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo)
	Latar belakang politik tentang anggaran secara 

serempak berpengaruh positif terhadap kinerja anggota dewan dalam 

pengawaan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Ponorogo

	2. 
	Sari (2019)
	Pengaruh Latar Belakang Individu, Latar belakang politik Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ( Studi Empiris pada DPRD Kota / Kabupaten Solok
	Usia, pengetahuan dan pengalaman politik tidak berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, pengalaman di DPRD, berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan tingkat pendidkan anggota dewan berpengaruhh signifikan dan negatif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah
 

	3.
	Muktar et al., (2020)
	Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan tentang Anggaran, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengalaman terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Aceh
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi, pengetahuan tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman di DPRD berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah 

	4.
	Nurhasmah et al., (2019)
	Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kompetensi eksekutif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara
	Peran DPRD, kompetensi eksekutif,dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyusunan APBD pada Kabupaten Aceh Utara. Secara parsial hasil menunjukkan bahwa masingmasing  variabel  yaitu, peran  DPRD,  kompetensi  eksekutif dan  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  kualitas dan  ketepatan  waktu  penyusunan  APBD pada  Kabupaten  Aceh Utara.

	5. 
	Putri et al., (2019)
	Pengaruh Latar Belakang Individu, latar belakang politik, dan Pemahaman Anggota DPRD tentang Pengelolaan Keuangan Aceh terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh
	Latar Belakang Individu, latar belakang politik, dan pemahaman pengelolaan keuangan Aceh baik secara bersama-sama maupun  parsial  berpengaruh  terhadap  fungsi  pengawasan  pelaksanaan  anggaran  legislatif  di Pemerintah Aceh

	6.
	Kharimah et al., (2019)
	Pengaruh pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran, Pemahaman Regulasi dan Pengalaman terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada DPRD Pemerintahan Provinsi Riau)
	Pengetahu an anggota dewan tentang anggaran, pemahaman regulasi, dan pengalaman berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah

	7
	Respationo et al., (2023)
	The Influence of Political Background and Knowledge of Legislative Members about the Budget on DPRD Performance in Regional Financial Oversight with Organizational Commitment as a Moderation of Batam City DPRD Members
	Latar belakang politik dan pengetahuan legislatif berdampak signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam mengawasi keuangan daerah, dengan komitmen organisasi memoderasi efek ini di DPRD Kota Batam

	8
	Nugraha, (2021)
	The  Influence  of  Council  Knowledge  About  the  Budget  on Regional  Financial  Supervision  with  Organizational  Culture  as  a  Moderating  Variabel  (Empirical  Study on the Solok Regency DPRD and Solok City DPRD for the 2019-2024 Period)
	Anggota dewan yang memiliki pengetahuan mengenai anggaran akan dapat melakukan pengawasan dengan lebih baik

	9
	Sofi et al., (2022)
	The   Influence   of   Personal   Background,   Political   Background,   Budget Knowledge and Accountability on the Role of Members of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Supervising Regional Finances (Empirical Study of the Magelang Regency and City DPRD)
	Political background dan akuntabilitas berpengaruh

positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan personal background

dan pengetahuan anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan

daerah

	10
	Arianti et al., (2019)
	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran            Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)           Dengan Political Background, Akuntanbilitas                 Publik Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan)

	Political background
dan akuntabilitas, 

sedangkan 

transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

	11
	Cipta et al., (2020)
	The  Influence  of  Community  Participation,  Individual Background,  Political  Background  and  Understanding  of  DPRD  Member  Regulations  on  the  Role  of DPRD Members in Regional Financial Supervision of Kuantan Singingi Regency
	Partisipasi masyarakat, Latar Belakang Individu dan latar belakang politik secara

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD

	12
	Nuru & Mawikere, (2019)
	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Politik terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD
	Latar belakang pendidikan dan pengalaman politik berpengaruh terhadap kinerja DPRD

	13
	Yusra (2020)
	Pengaruh Personal Blackground, Political

Culture dan Sistem Pengelolaan Keuangan

terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Bireuen

	Personal Background, Political Culture dan

Sistem Pengelolaan Keuangan berpngaruh

terhadap Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

	14
	Kartikasari, (2019)
	Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)
	Latar belakang pribadi, latar belakang politik, dan pemahaman peraturan secara signifikan mempengaruhi kinerja anggota DPR dalam mengawasi keuangan.

	15
	Makwa et al., (2022)
	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
	kompetensi  dan  pengetahuan  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja anggota DPRD  sedangkan Rules Proceduress and  Policies (RPPs) berpengaruh secara negatif dan   signifikan   terhadap kinerja  anggota   DPRD.

	16
	Gavoille (2019)
	Individuals matter : three essays on French politicians
	Latar Belakang Individu dan politik mempengaruhi kinerja parlemen Perancis

	17
	Wibowo, (2019)
	Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Dan Political Culture Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
	latar belakang personal dan budaya politik tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Namun, pengetahuan anggaran dewan memiliki berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

	18
	Hardianto et al., (2024)
	Budget Knowledge and Board Performance in Regional Financial Supervision: Professional Commitment as Moderating
	Peningkatan pengetahuan anggaran di kalangan anggota dewan berdampak positif terhadap kinerja pengawasan keuangan daerah, menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan di DPRD

	19
	Utina (2023)
	Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik
	Pengetahuan dewan tentang anggaran secara positif mempengaruhi transparansi kebijakan publik, akuntabilitas, dan kepentingan parpol, meningkatkan pengawasan keuangan daerah di DPRD

	20
	Asnariza et al., (2020)
	Accountability, Community Participation, And Transparency Of Public Policy Of Council Knowledge On Regional Budget And Financial Supervision (Case Study Of House Of Representatives Of Banda Aceh City)
	Pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah secara positif, mendorong keterbukaan antara dewan dan masyarakat


Research gap penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi baru dan relevan untuk memperluas wawasan atau menyelesaikan masalah yang belum terjawab karena adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Berikut adalah research gap pada penelitian ini:
Tabel 2.2

Research Gap
	Keterangan
	Peneliti
	Hasil Penelitian

	Latar Belakang Individu
	Nuru & Mawikere, (2019)
Yusra (2020)
Kartikasari, (2019)
Gavoille (2019)
	Latar Belakang Individu mempengaruhi kinerja anggota DPRD

	
	Sofi et al., (2022)
Wibowo, (2019)
	Personal background

tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

	Latar belakang politik
	Cipta et al., (2020)
Nuru & Mawikere, (2019)
Kartikasari, (2019)
	Latar belakang politik secara

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD

	
	Arianti et al., (2019)
	Tidak terdapat pengaruh   latar belakang politik  terhadap kinerja 


	Pengetahuan anggota dewan tentang peraturan, prosedur dan kebijakan
	Indriani et al., (2022)
Sofi et al., (2022)
	Tidak terdapat pengaruh  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran terhadap kinerja 

	
	Kharimah et al., (2019)
Respationo et al., (2023)
Nugraha, (2021)
Hardianto et al., (2024)
Asnariza et al., (2020)
	Pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD

	
	Makwa et al., (2022)
	Rules Proceduress and  Policies (RPPs) berpengaruh secara negatif dan   signifikan   terhadap kinerja  anggota   DPRD


Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel Latar Belakang Individu, latar belakang politik, variabel pengetahuan anggota dewan tentang peraturan, prosedur dan kebijakan serta variabel kinerja anggota DPRD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel mediasi sekaligus sebagai kebaruan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. 
C. Kerangka Berpikir

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka teoritis akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu varial bebas, dan variabel terikat. Begitu juga jika ada variabel yang menyertainya, maka peran variabel tersebut harus dijalankan. 

Penelitian ini meneliti pengaruh Latar Belakang Individu, latar belakang politik dan pengetahuan anggota dewan tentang peraturan, prosedur dan kebijakan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Tegal dengan komitmen organisasi sebagai pemediasi. 
1. Pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Komitmen Organisasi.
Latar Belakang Individu merupakan karakteristik yang melekat pada setiap individu. Latar Belakang Individu yang dimaksud adalah tingkat pendidikan dan usia. Latar Belakang Individu berkaitan erat dengan kualitas sumber daya setiap individu. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi/ lembaga. Harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Muktar et al., 2020).

Pendidikan yang baik membantu individu mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan pekerjaan mereka. Semakin kompeten seseorang dalam menjalankan tugasnya, semakin besar kemungkinan mereka merasa puas dengan pekerjaan dan berkomitmen untuk tetap bersama organisasi. Pendidikan yang lebih tinggi individu dapat lebih memahami visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Individu yang lebih selaras dengan nilai-nilai ini, individu cenderung memiliki komitmen yang lebih besar terhadap organisasi (Nurhasmah et al., 2019).

2.  Pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Komitmen Organisasi.
Latar belakang politik anggota dewan dapat memengaruhi komitmen mereka terhadap organisasi secara kompleks, tergantung pada keselarasan antara nilai-nilai politik mereka dengan tujuan organisasi, dinamika politik internal, serta kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Organisasi yang mampu mengakomodasi dan mensinergikan latar belakang politik anggota dewan dengan visi dan misinya cenderung lebih berhasil dalam mempertahankan komitmen anggota dewan secara positif (Putri et al., 2019).

Anggota dewan dengan latar belakang politik yang kuat sering kali memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan politiknya melalui peran dalam organisasi. Jika tujuan politik anggota dewan sejalan dengan peran anggota dewan di organisasi, hal ini dapat meningkatkan komitmen untuk menjalankan tugas dengan baik demi mencapai dampak yang lebih besar di masyarakat (Respationo et al., 2023).

3. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Komitmen Organisasi.
Pengetahuan anggota dewan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan memiliki pengaruh terhadap komitmen terhadap organisasi. Anggota dewan yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan organisasi, cenderung lebih memahami peran dan tanggung jawabnya. Pemahaman ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap organisasi karena merasa lebih siap dan mampu menjalankan tugasnya secara efektif (Respationo et al., 2023).

Pengetahuan yang baik tentang kebijakan dan prosedur menyebabkan anggota dewan lebih terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Anggota dewan yang memiliki pemahaman yang kua dapat berkontribusi lebih efektif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung tujuan organisasi. Keterlibatan aktif ini sering meningkatkan komitmen anggota terhadap organisasi karena merasa berperan penting dalam mencapai visi bersama (Nurhasmah et al., 2019).
4. Pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Kinerja.
DPRD akan dapat memiliki kinerja yang tinggi apabila pemimpin dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi yang ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai. Semakin anggota DPRD memiliki Latar Belakang Individu yang tinggi maka hasil kerja yang dilakukannya juga semakin maksimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat pendidikan, serta pengalaman anggota DPRD tersebut baik pengalaman organisasi maupun pekerjaan. Semakin besar pengalaman dan keahlian seseorang maka orang tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya (Muktar et al., 2020).
5. Pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Kinerja.
Menurut Sastroatmodjo (2019) ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik. Latar belakang politik, yang diartikan sebagai latar belakang dari nilai, pengalaman dan pengetahuan seseorang di ranah politik akan dapat mempengaruhi kinerja anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya (Arifin, 2020).

 Kerja-kerja politik anggota legislatif dalam mengorganisir, mendidik, menyampaikan suara rakyat, merebut kekuasaan, hingga meraih kontrol atas negara untuk kepentingan rakyat diperoleh melalui aktivitasnya di organisasi dan institusi politik, terutama melalui partai politik dan legislatif. Semua kerja-kerja itu telah membentuk nilai, memberikan pengalaman dan pengetahuan tersendiri bagi anggota legislatif di ranah politik. Latar belakang politik merupakan latar belakang dari pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Anggota dewan yang memiliki latar belakang politik yang cukup akan dapat mengetahui tugasnya dengan jelas sehingga akan dapat memiliki kinerja yang tinggi (Sari, 2019).
6. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja.
Anggota dewan yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan organisasi, cenderung lebih memahami peran dan tanggung jawabnya. Pemahaman ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap organisasi karena mereka merasa lebih siap dan mampu menjalankan tugas secara efektif (Muktar et al., 2020).
Pengetahuan yang baik tentang kebijakan dan prosedur menjadikan anggota dewan lebih terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Memiliki pemahaman yang kuat, anggota dewan dapat berkontribusi lebih efektif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung tujuan organisasi. Keterlibatan aktif ini sering meningkatkan komitmen mereka terhadap organisasi karena merasa berperan penting dalam mencapai visi bersama (Kharimah et al., 2019).

7. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja.
Suatu komitmen organisasi menunjukkan daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatan dalam organisasi. Komitmen organisasi menimbulkan rasa memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi tempatnya bekerja. Anggota dewan diharapkan menjadi lebih kreatif mencari cara baru untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerjanya karena memiliki sense of belonging terhadap organisasinya (Afianty & Rosdiana, 2023).
8. Pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi.
Anggota dewan dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan keterampilan yang relevan cenderung lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya. Pemahaman ini dapat meningkatkan komitmen terhadap organisasi karena merasa lebih mampu untuk berkontribusi secara efektif. Komitmen ini pada gilirannya mendorong kinerja yang lebih baik. Anggota dewan dengan pengalaman kerja yang lebih panjang atau memiliki rekam jejak profesional yang sukses biasanya memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk berkontribusi secara efektif (Rosally & Jogi, 2020). 

Pengalaman ini dapat meningkatkan komitmen terhadap organisasi karena memiliki wawasan yang lebih baik tentang cara kerja organisasi, yang kemudian dapat memengaruhi kinerja positif. Latar Belakang Individu seperti keyakinan nilai, tujuan hidup, atau motivasi intrinsik juga berperan penting. Jika nilai-nilai pribadi anggota dewan selaras dengan visi organisasi, komitmen mereka terhadap organisasi akan lebih kuat, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja (Cipta et al., 2020).

Komitmen organisasi mendorong anggota dewan untuk lebih terlibat dalam pekerjaannya, memprioritaskan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Hal ini bermakna bahwa meskipun Latar Belakang Individu anggota dewan berbeda, jika komitmen terhadap organisasi tinggi, akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berusaha mencapai hasil yang baik (Nugraha, 2021).

9. Pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi.
Latar belakang politik dapat mendorong anggota dewan untuk lebih berkomitmen terhadap organisasi karena mereka anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan konstituen atau partai mereka. Komitmen ini mungkin lebih kuat jika organisasi tersebut memiliki hubungan erat dengan kepentingan politik atau ideologis tertentu. Jika latar belakang politik anggota dewan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi (misalnya, pemerintah atau parlemen), maka anggota tersebut cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi. Anggota dewan merasa bahwa tujuan pribadi dan politiknya sejalan dengan tujuan organisasi, sehingga lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mendukung organisasi (Nurhasmah et al., 2019).

Latar belakang politik anggota dewan anggota dewan lebih berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam organisasi. Misalnya, jika partai politik mereka terlibat dalam koalisi yang mendukung kebijakan organisasi, mereka mungkin lebih aktif dan terlibat dalam mendukung agenda organisasi sehingga kinerjanya akan semakin meningkat (Sari, 2019).

10. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi
Pengetahuan yang baik tentang kebijakan organisasi memungkinkan anggota dewan untuk lebih selaras dengan visi dan misi organisasi. Anggota dewan yang memahami bagaimana kebijakan mendukung tujuan jangka panjang organisasi, anggota dewan lebih mungkin merasa termotivasi untuk bekerja dengan tekun dan berdedikasi. Keselarasan ini memperkuat komitmen terhadap organisasi (Muktar et al., 2020).
Anggota dewan yang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan dan kebijakan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Anggota dewan lebih memahami alasan di balik perubahan kebijakan dan bagaimana perubahan tersebut dapat berdampak positif pada organisasi. Kemampuan beradaptasi ini dapat meningkatkan komitmen karena merasa mampu menghadapi tantangan baru dengan lebih baik (Kharimah et al., 2019).
Berdasar pada paparan di atas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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D. Hipotesis

Hipotesis berarti pernyataan yang lemah masih supaya diuji kebenarannya (Suliyanto, 2018:278). Hipotesis menurut Sugiyono (2020), adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1. Terdapat pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Komitmen Organisasi anggota DPRD Kota Tegal.
H2. Terdapat pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Komitmen Organisasi anggota DPRD Kota Tegal.

H3. Terdapat pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Komitmen Organisasi anggota DPRD Kota Tegal.

H4. Terdapat pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Kinerja anggota DPRD Kota Tegal.

H5. Terdapat pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Kinerja anggota DPRD Kota Tegal.

H6. Terdapat pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal.

H7. Terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal.

H8. Terdapat pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi.

H9. Terdapat pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi.

H10. Terdapat pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tegal dengan Komitmen Organisasi sebagai pemediasi.
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada penilaian numerik (angka) atas fenomena yang dipelajari atau diteliti. Jenis kuantitatif umumnya menerapkan proses deduksi dalam hubungan antara data dan teori.

3. Lokasi dan Subyek Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di DPRD Kota Tegal
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Suliyanto (2018: 177) menyatakan bahwa populasi adalah seluruh elemen yang akan diduga karakteristiknya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Tegal yang berjumlah 30 orang. 

b. Sampel

Sampel mewakili populasi yang karakteristiknya akan diteliti (Ferdinand, 2019:91). Sampel merupakan subset dari populasi yang terdiri atas beberapa anggota populasi (Ferdinand, 2019:91). Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Tujuan menggunakan sampling jenuh adalah karena penelitian ini ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer
Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung pada anggota DPRD Kota Tegal. Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (Moleong, 2019:157). Tujuan penggunaan teknik ini untuk memperoleh informasi yang jelas tentang persepsi  Latar Belakang Individu, latar belakang politik, pengetahuan anggota dewan tentang peraturan,prosedur dan  kebijakan  sebagai faktor yang diduga memengaruhi komitmen organisasi dan kinerja yang diperoleh melalui pembagian kuesioner. 

b. 
Data Sekunder

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari Sekretariat DPRD Kota Tegal. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri atas surat-surat individu, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah (Moleong, 2010: 159). Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya (Moleong, 2019:157). 

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2019:158). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak penting dipertanyakan secara berurutan (Moleong, 2019:158).

b. 
Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pemgumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2020:97). Dalam penelitian ini kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data dari para responden yang telah ditentukan. Kuisioner berisi pertanyaan yang menyangkut tentang Latar Belakang Individu, latar belakang politik, pengetahuan anggota dewan tentang peraturan, prosedur dan kebijakan, komitmen organisasi dan kinerja. Pertanyaan disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penulisan angket seperti isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan, penampilan fisik angket dan sebagainya.  Pengukuran jawaban responden dilakukan dengan menggunakan Skala interval dari skala 1 hingga 10. Berikut merupakan contoh penggunaan skala interval:

	Sangat tidak setuju
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Sangat setuju


Angka yang lebih rendah (1) menunjukkan ketidaksetujuan yang kuat, sedangkan angka yang lebih tinggi (10) menunjukkan persetujuan yang kuat.
B. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual
Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan
2. Definisi Operasional
Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk mempermudah untuk menelaah tentang variabel dalam penelitian ini dan pengukuran secara operasional maka akan dijelaskan dalam tabel berikut ini
Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

	Variabel
	Definisi
	Indikator
	Skala Pengukuran

	Kinerja anggota (Y)
Sumber:
Uno, (2019)
	Kinerja Anggota adalah skor yang diperoleh dari job desc yang dilakukan seseorang, atau dengan kata lain kinerja adalah output kerja seseorang yang diperoleh melalui alat pengumpulan data mengenai kinerja  (Uno, 2019:155)
	1. Quality
	Skala interval

	
	
	2. Quantity 
	

	
	
	3. Timeliness
	

	
	
	4. Cost effectiveness
	

	
	
	5. Need for supervision
	

	
	
	6. Interpersonal impact
	

	Latar Belakang Individu (X1)
Sumber:
(Rosliana, 2019)

	Keterangan tentang seseorang, sebuah biografi yang bersifat kompleks dari pada sekedar daftar lahir dan data-data pekerjaan seseorang. Selain itu Latar Belakang Individu adalah keterangan tentang kehidupan seseorang yang terlibat dalam mengalami kejadian tersebut (Rosliana, 2019)
	1. Jenis kelamin
	Skala interval

	
	
	2. Usia
	

	
	
	3. Tingkat pendidikan
	

	
	
	4. Latar belakang pendidikan
	

	
	
	5. Latar belakang pekerjaan
	

	
	
	6. Pengalaman organisasi
	

	Latar belakang politik (X2)
Sumber:
Respationo et al., (2023)
	Latar belakang politik merupakan latar belakang dari pengalaman  seseorang dalam berkecimpung di dunia politik
	1. Pengalaman politik
	Skala interval

	
	
	2. Pengalaman di DPRD
	

	
	
	3. Asal fraksi
	

	
	
	4. Asal komisi
	

	
	
	5. Jabatan di DPRD
	

	Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Peraturan, Prosedur dan Kebijakan (X3)

Sumber:
Makwa (2022)
	Peraturan, prosedur dan kebijakan merupakan pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah
	1. Peran Anggota DPRD
2. Pengetahuan fungsi DPRD
	Skala interval

	
	
	3. Pengetahuan tentang kedudukan DPRD
	

	
	
	4. Pengetahuan penggunaan hak DPRD
	

	
	
	5. Pengetahuan RAPBD/ APBD
	

	
	
	6. Pengetahuan tata tertib DPRD
	

	Komitmen organisasi
Sumber:
Sopiah (2018)

	Komitmen organisasi  adalah derajat di mana anggota percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya (Sopiah, 2018)
	1. Bangga pada instansi
	Skala Interval

	
	
	2. Terikat secara emosional
	

	
	
	3. Perasaan bersalah meninggalkan instansi
	

	
	
	4. Bekerja di atas batas normal
	

	
	
	5. Keharusan bertahan
	

	
	
	6. Keterlibatan mencapai tujuan
	


C. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas  Instrumen
Tujuan dari pengujian vaviditas instrument adalah untuk mendapatkan kebenaran instrument yang digunakan. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang validitas pada dasarnya aspek yang sangat urgen, karena kebenaran hanya dapat didapatkan melewati alat yang efektif. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik uji korelasi product-moment Pearson. Guna interpretasi koefisien, jika didapatkan rhitung > rtabel, lalu dapat disimpulkan bahwasanya item angket termasuk dalam kategori valid. 
Reliabilitas menyatakan makna bahwasanya instrumen tersebut cukup reliable guna digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Alat yang baik cenderung tidak mengarahkan informan pada jawaban tertentu. Teknik Alpha Cronbach (koefisien) digunakan guna menganalisis masalah dalam kajian ini, dan uji reliabilitas konsistensi internal dilakukan pada instrumen. Suatu pengukuran dapat dikatakan reliable jika koefisien alpha-nya lebih besar dari 0,7.
0. Statistik Deskriptif
Analisis ini dilakukan guna mendapatkan gambaran deskriptif tentang informan kajian ini, terkhusus yang berkaitan dengan variabel kajian yang digunakan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik eksponensial guna mendeskripsikan persepsi informan pada pertanyaan yang diajukan. 
0. Analisis Kuantitatif
Dalam penelitian ini analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model (Ghozali, 2018:209). Adapun langkah-langkah metode partial least square yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Merancang Model Pengukuran 

Model pengukuran (outer model) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel manifes.

b. Merancang Model Struktural

Model struktural (inner model) pada penelitian ini terdiri atas satu variabel laten eksogen dan tiga variabel laten endogen. Inner model yang kadang disebut juga dengan inner relation structural model dan substantive theory, yaitu untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada substantive theory. 
c. Membangun Diagram Jalur

Diagram alur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan hubungan kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya.

d. Menjabarkan Diagram Alur ke Dalam Persamaan Matematis

Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap dua di atas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi terdiri atas:

1) Persamaan inner model, menyatakan hubungan kausalitas untuk menguji hipotesis. 

2) Persamaan outer model (model pengukuran), menyatakan hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitian (latent). 

Persamaan model pengukuran:
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 Persamaan matematis dalam penelitian ini yang telah dijelaskan pada diagram jalur adalah:
Persamaan model struktural (inner model) 

η1 = γξ + ζ1 

η2 = βη1 + ζ2

e. Estimasi

Pada tahapan ini nilai γ dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program SmartPLS. Dasar yang digunakan dalam estimasi adalah resampling dengan Bootestrapping yang dikembangkan oleh Geisser & Stone (Ghozali, 2021:209). Tahap pertama dalam estimasi menghasilkan penduga bobot (weight estimate), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan parameter lokasi (konstanta).

f. Uji Kecocokan Model Pengukuran (Outer Model)

Uji kecocokan model pengukuran (fit test of measurement model) adalah uji kecocokan pada outer model dengan melihat validitas konvergen (convergent validity) dan validitas diskriminan (discriminant validity). Validitas konvergen (convergent validity) adalah nilai faktor loading pada laten dengan indikator-indikatornya. Faktor loading adalah koefisien jalur yang menghubungkan antara variabel laten dengan indikatornya. Validitas konvergen (convergent validity) dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu

1) Indikator validitas: dilihat dari nilai faktor loading dan t-statistic, yaitu Jika nilai faktor loading antara 0,5-0,6 maka dikatakan cukup, sedangkan jika nilai faktor loading ≥ 0,7 maka dikatakan tinggi (Ghozali, 2018).

2) Reliabilitas konstruk: dilihat dari nilai output Composite Reliability (CR). Kriteria dikatakan reliabel adalah nilai CR lebih besar dari 0,7

3) Nilai Average Variance Extracted (AVE): nilai AVE yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,5.

g. Uji Kecocokan Model Struktural (Inner Model)

     Inner model menggambarkaan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Disamping melihat nilai R2,  model PLS juga dievaluasi dengan melihat R2 predictive relevance untuk model konstruk. Q2 mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q2 lebih besar 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q2 kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

Tabel 3.3

Evaluasi Inner Model

	Indeks
	Value

	Koefisien determinasi (R2)
	0,75, 0,50 dan 0,25 menunjukkan model kuat, moderate, dan lemah

	Predictive Relevance
	Q 2 = 1-(1 R12 ) (1-R22 )..(1  Rp2) Q-square > 0 menunjukkan model mempunyai nilai predictive relevance, dan jika nilai Q-square

	Goodness of Fit (GoF)
	(GoF) = GoF small = 0,1, GoF medium = 0,25 dan GoF besar = 0,38


Sumber : Ghozali (2018:209).
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